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S A L I N A N 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

P U T U S A N 

Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili 

perkara- perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan dalam 

perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh: 

Kejaksaan Negeri Mataram yang berkedudukan di Jalan Dr. Sujono 

Lingkar Selatan mataram, berdasarkan surat kuasa khusus 

kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor SK- 16/ 

N.2.10/Gp/06/2020, tanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor.91/SK. 

Pdt.2020/PA. GM tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon; 

Melawan 

Mukhlisin bin Kalamullah, umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan 

Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Gelogor 

Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok 

barat, memberikan kuasa kepada Djuliansyah Ramadhan, SH. 

dkk selaku penasehan hukum, beralamat di Lingkar Muslim 

Blok AA. 08 Trong Tawah Lombok Barat, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di 

KepaniteraanPengadilan Agama Giri Menang Nomor 109/SK. 

Pdt.2020/PA. GM tanggal 09 Juli 2020 selanjutnya disebut 

sebagai Termohon I; 

Mita Binti Firman, umur 26 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat 

tinggal di Lingkungan Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, 

Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selanjutnya disebut 

sebagai Termohon II; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon 
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DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 

2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang 

dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM. mengemukakan hal-

hal sebagai berikut: 

1 Bah 

wa berdasarkan pemberitaan dimedia online www.globallombok.co.id 

tertanggal 07 Juni 2020, Kejaksaan Negeri Mataram memperoleh 

informasi adanya perkawinan sesama jenis (laki-laki) antara TERMOHON I 

dan TERMOHON II yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. 

2 Bah 

wa berdasarkan berkas administrasi Surat Permohonan Kehendak Nikah 

yang ditandatangani oleh TERMOHON II diketahui bahwa perkawinan 

antara TERMOHON I dengan TERMOHON II dilaksanakan pada hari 

Selasa tanggal 02 Juni 2020 M / 10 Syawal 1441 H bertempat di Mushola 

Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Lombok Barat dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Akta Nikah : 0162/001/VI/2020 

tanggal 2 Juni 2020; 

3 Bah 

wa berdasarkan pemberitaan media online dan berkas administrasi Surat 

Permohonan Kehendak Nikah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 02 Juni 

2020 bertempat di Mushola Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah terjadi perkawinan 

sesama jenis (laki-laki) dengan identitas pasangan yaitu pasangan laki-laki 

bernama MUHLISIN bin KALAMULLAH berusia 32 tahun, agama 

Islam, beralamat di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Lombok Barat sedangkan pasangan yang mengakui 

sebagai wanita yang sebenarnya berjenis kelamin laki- laki bernama MITA 

binti FIRMAN berusia 26 tahun, agama Islam, beralamat di Lingkungan 

Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota 

Mataram. 

4 Bah 

wa tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 
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ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia , 
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menyatakan bahwa : “Di bidangPerdatadan Tata Usaha Negara, Kejaksaan 

dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan 

untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Selanjutnya dalam Pasal 32 juga 

menyatakan bahwa “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang- 

Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 

undang-undang.” 

5 Bah 

wa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Kejaksaan memiliki 

tugas dan wewenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 

26 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Perkawinan yang dilangsungkan di muka 

pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas 

dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.” 

6 Bah 

wa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang di bidang 

Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan melakukan fungsi Penegakan Hukum, 

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di 

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan : “ Lingkup bidang perdata 

dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum 

lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, 

lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, 

memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan 

negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”. 

7 Bah 

wa  berdasarkan  Peraturan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER- 
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025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, 

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan 

Pelayanan Hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang 

dimaksud dengan Penegakan hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara 

Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di 

bidang perdata sebagaimana ditetapkan olehperaturan perundang-

undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, 

dan melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak- hak 

keperdataan masyarakat antara lain : pembatalan perkawinan, pembubaran 

perseroan terbatas (PT) dan pernyataan pailit. 

8 Bah 

wa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa yang dimaksud : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.”. 

9 Bah 

wa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentangPerkawinan menyatakan bahwa : “Perkawinanhanya 

diizinkan bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan 

pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”. 

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang 

kawin.”. 

11. Bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan 

perkawinan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : “Perkawinan yang 

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak 

berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh 

para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, 

Jaksa dan suami atau isteri.”. 

12. Bahwa Pemohon berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi 

diketahui adanya informasi terjadinya perkawinan sesama jenis antara 
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TERMOHON I dan TERMOHON II dimana pada awalnya Kepala 

Lingkungan Pejarakan yang menjadi saksi pada perkawinan /pernikahan 

antara TEERMOHON I dan TERMOHON II belum mengetahui bahwa 

TERMOHON II selaku mempelai wanita adalah berjenis kelamin laki-

laki namun setelah viral berita di berita online dan media social 

mengenai kasus perkawinan sesama jenis tersebut, Kepala Lingkungan 

Pejarakan meminta foto pada Kepala Desa Gelogor dan pada saat itu 

barulah Kepala Lingkungan Pejarakan mengetahui bahwa TERMOHON 

II nama yang sebenarnya bukan MITA melainkan bernama SUPRIYADI 

dengan jenis kelamin laki-laki. 

13. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri awalnya tidak 

mengetahui dan tidak menduga bahwa TERMOHON II telah memalsukan dokumen 

dan baru mengetahui pada tanggal 8 Juni 2020 setelah viral berita media online di 

www.globallombok.co.id terkait adanya perkawinan sesama jenis. 

14. Bahwa KUA Kecamatan Kediri pada saat melakukan pemerikasaan 

berkas/dokumen aministrasi kehendak kawin atas nama TERMOHON II tidak ada 

indikasi yang mencurigakan karena pelaksanaannya juga dihadiri pihak keluarga dari 

kedua belah pihak. 

15. Bahwa perkawinanantara TERMOHON I dan TERMOHON II dilaksanakan 

pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Mushola 

desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang disaksikan oleh 

Kepala Dusun Gelogor Selatan atas nama Hamdani, pihak KUA Kecamatan Kediri, serta 

tokoh agama dan tokoh masyarakat dari desa Gelogor. 

16. Bahwa setelah perkawinan dilaksanakan kemudian warga sekitar desa Gelogor 

menginformasikan bahwa TERMOHON II adalah bukan berjenis kelamin wanita 

melainkan berjenis kelamin laki-laki yang bernama SUPRIYADI. 

17. Bahwa pihak KUA Kecamatan Kediri telah mengeluarkan dan mencatatkan 

perkawinan / pernikahan antara TERMOHON I dan TERMOHON II pada register 

pencatatan perkawinan di kantor KUA kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat 

sebelumnya pihak KUA Kecamatan Kediri tidak mengetahui bahwa TERMOHON II 

bukan berjenis kelamin wanita sebagaimana data pada berkas administrasi kehendak 

kawin melainkan berjenis kelamin laki-laki. 
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18. Bahwa oleh karena perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II 

merupakan perkawinan antara pria dengan pria (sesama jenis) sehingga bertentangan 

dengan undang-undang karena menyalahi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang MahaEsa.”. 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam rangka 

memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi 

kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat 

maka dengan ini Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri 

Menang untuk 

MENETAPKAN : 

1. MengabulkanpermohonanPemohon; 

2. Menyatakan batal perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II yang 

dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Lombok Barat; 

3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 

2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat tidak berlaku 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon. 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon, 

Termohon I diwakili kuasa hukumnya dan Termohon II masing-masing 

datang menghadap di persidangan; 

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan 

nikah, maka perkara A quo termasuk perkara yang dikecualikan dari 

kewajiban mediasi atau tidak wajib mediasi; 

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam 

sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh 

Pemohon; 

Bahwa perkara aquo adalah jenis perkara contentiuos yang proses 

penyelesaian perkara terkait dengan keabsahan perbuatan hukum dan 

legalitas hukum maka tidak layak untuk diselesaikan dengan jalan 

perdamaian melalui proses mediasi; 
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Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon I telah mengajukan 

eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Juli 2020 dengan tambahan 

secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

DALAM EKSEPSI 

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 15 Juni 2020, 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, No. 

540/Pdt.G/2020/PA.GM tanggal 15-06-2020, permohonan tersebut telah 

diterima oleh Termohon I melalui Juru Sita Pengadilan Agama Giri Menang, 

setelah Termohon I menelaah, permohonan mana yang di terima tersebut 

tidak dibubuhi tanda tangan oleh pemohon atau kuasanya sehingga tidak 

memenuhi syarat formil suatu gugatan/permohonan, karena permohonan 

yang diajukan tidak ditanda tangani oleh Pemohon atau Kuasanya. 

Bahwa tanda tangan (handtekening) dalam Surat Gugatan merupakan 

syarat formil sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa 

bentuk surat permohonan ditanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya. 

Sehingga dengan tidak ditanda tanganinya surat gugatan atau permohonan 

oleh penggugat atau pemohon maka suatu gugatan atau permohonan cacat 

formil. 

Bahwa dalam penyusunan gugatan mengenai persyaratan gugatan yaitu syarat formil dan 

syarat materiil, sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), 

Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka 

gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima. Yahya Harahap dalam 

bukunya Hukum Acara Perdata : tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan 

Putusan Pengadilan (hal.51-67) menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam 

gugtan adalah sebagai berikut : 

a. Syarat Formil : gugatan di daftarakan di Pengadilan sesuai dengan kewenangan 

relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, serta 

adanya identitas para pihak. 

b. Syarat Materiil : dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum patendi),,,,,,dst. 

Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., M.A dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Agama 

(hal.58) menjelaskan, Pasal 38 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang permohonan 

pembatalan   perkawinan,   walaupun   disebutkan   istilah   “permohonan”   tetapi 
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Pemohon harus disebut Penggugat dan Termohon harus disebut Tergugat 

sedangkan produk Pengadilan Agama harus putusan. 

DALAM POKOK PERKARA 

Bahwa apa yang kami uraikan pada bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara. 

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan anatara Termohon I dengan Termohon II yang 

dilaksanakan pada tangggal 2 Juni 2020 di Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dihadapan Pejabat yang berwenang dalam 

hal ini KUA Kecamatan Kediri, Lomobok Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 

Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020. 

2. Bahwa sebagaimana pada poin 5 dan poin 11 permohonan pemohon yang 

menguraikan tentang kewenangan pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan 

berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang menyatakan : Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan 

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 

dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri. 

Alasan ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, dimana Perkawinan 

yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II dilakukan 

dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh 

2 orang saksi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri 

dan terbit Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020. 

3. Bahwa Termohon I, setuju dan menginginkan terjadinya pembatalan perkawinan 

yang telah terjadi, akan tetapi Termohon I meminta penundaan pembatalan 

perkawinan yang dilakukan, dengan alasan setelah laporan dugaan tindak pidana 

menyangkut penipuan dan pemalsuan surat/dokumen tentang pernikahan sampai 

terbitnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kediri yang telah 

dilaporkan oleh Termohon I ke pihak Aparat Penegak Hukum, dan memperoleh putusan, 

dan atas dasar itulah Permohonan pembatalan perkawinan diajukan. 

4. Bahwa Termohon I hanya meminta agar permohonan pembatalan perkawinan yang 

diajukan pemohon untuk ditunda, mengingat laporan dugaan tindak pidana 
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yang berkaitan dengan perkawinan Termohon I sedang di proses oleh 

Aparat Penegak Hukum dan Pemohon mengetahui hal tersebut, karena 

Termohon I ada ke kwatiran apabila pembatalan yang dimohonkan ini 

berjalan dan dikabulkan, maka laporan dugaan tindak pidana yang 

dilaporkan oleh Termohon I menjadi sia- sia. Dan Termohon I sebagai 

warga negara yang juga mempunyai hak untuk mendapat keadilan atas 

kerugian yang dialami baik materiil maupun moril. 

5. Bahwa menanggapi permohonan pemohon poin 12, 13, 14 dan poin 17, Termohon I 

telah melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk memproses dan menindaklanjuti 

laporan Termohon I dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Aparat 

Penegak Hukum, untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. 

Jawaban Tambahan secara Lisan 

6. Bahwa pada saat berkenalan Termohon I telah menanyakan kepada Termohon II 

mengenai kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya dan Termohon II menyatakan 

Kedua orang tuanya sudah tidak ada dan hanya mempunyai seorang saudara yang tinggal 

di Sumbawa Menurut Termohon I selama bertemu dengan Termohon II selalu Termohon 

II pakai cadar Termohon I telah menanyakan kepada Termohon II tentang payudaranya 

yang tidak kelihatan seperti wanita biasanya dan Termohon II menjelaskan kepada 

Termohon I, bahwa payudaranya akan muncul seperti wanita lainnya setelah melahirkan 

Menurut keterangan Termohon I, bahwa Termohon II jarang sekali berbicara hanya 

sering menanggapi pembicaraan Termohon I dengan isyarat saja, Termohon I pernah 

ingin ke rumah Termohon II akan tetapi Termohon II melarangnya sehingga sampai 

dengan menikah Termohon I tidak pernah ke rumah Termohon II, menurut keterangan 

Termohon I bahwa Termohon II mengajukan syarat kepada Termohon I yaitu lampu harus 

dimatikan dan tangan Termohon I harus diletakkan bagian belakang badan, dan tidak 

boleh memegang tubuh Termohon II karena Termohon II mengalami sakit leher perut dan 

kemaluan akibat dari kecelakaan sehingga pada malam pertama Termohon II selalu 

pegang perut dan kemaluannya supaya tidak disentuh Termohon I rencananya akan 

Ta’arruf kepada Termohon dan rencana ini sudah diungkapkan kepada Kadus Gelogor, 

akan tetapi Termohon II menolak untuk dilakukan ta’aruf; 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon I mohon kepada Majelis 

Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan pusuan sebagai berikut : 

Dalam Eksepsi 

1. Mengabulkan eksepsi termohon I untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan hukum Permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam 

Pokok Perkara 

1. Mengabulkan alasan dan jawaban Termohon I untuk seluruhnya. 

2. Menunda atau manangguhkan pemeriksaan permohonan pembatalan perkawinan 

yang diajukan oleh Pemohon sampai adanya putusan Pengadilan terhadap laporan tindak 

pidana yang telah dilaporkan oleh Termohon I yang berkaitan dengan Penipuan dan 

Pemalsuan surat/dokumen perkawinan. 

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. 

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon II telah mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; 

Nama saya yang sebenarnya adalah Supriadi bin Arsyad, lahir 28 Maret 

1995 sedangkan di KTP tercantum saya lahir tahun 1994 Sejak saya 

menikah dengan Termohon .I, Mita itu teman saya yang secara kebetulan 

alamatnya sama dengan alamat saya. Saudaranya Mita pernah minta tolong 

kepada saya untuk menguruskan Mita admnistrasi di DUK CAPIL sehingga 

saudara Mita itu mengirimkan identias dan berkas Mita melalui WA kepada 

saya, namun Mita tidak pernah datang shingga tidak jadi mengurus ke DUk 

CAPIL, Saya kenal dengan Termohon I sejak 5 (bulan) lalu di langganan 

jahitan pakaian, Saya menggunakan nama Supriadi sesuai dengan nama saya 

yang asli, Saya sering bertemu Termohon II di rumahnya di Dusun Gelogor 

Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan 

saya melihat orang tua Termohon I dalam keadaan sakit dan tidak ada yang 

mengurusnya karena saudara Termohon I sibuk sendiri dengan 

perkerjaannya sehingga saya sering ke rumah Termohon I karena iba dan 

ingin berbakti kepada kedua orang tua Termohon I karena selama ini saya 

tinggal sendiri di rumah tanpa ayah dan ibu, karena ibu sudah meninggal dan 

ayah telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah 

isteri barunya, Saya 7 (tujuh) orang bersaudara dan saya anak ke enam, akan 

tetapi saya tinggal sendiri di rumah orang tua, Termohon I tidak pernah 

datang ke rumah saya, Pertama kalinya saya pergi ke rumah Termohon I 

pada hari ketiga setelah perkenalan, Saya berpakaian seperti 
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layaknya perempuan dengan memakai jilbab dan setelah saya sampai di 

rumah Termohon I saya sering buka jilbab dan Termohon I melihat keadaan 

saya adalah seorang laki-laki, Hubungan saya dengan Termohon II sudah 

dekat sekali sehingga Termohon I telah melakukan sodomi 3 kali sebelum 

menikah dan sekali setelah menikah, Caranya Termohon I menggunakan 

handbody dan shampo pada penisnya lalu memasukkannya ke dubur saya 

Termohon I pernah juga memasukkan tangannya ke dubur saya, Saya sudah 

menanyakannya kepada Termohon I bahkan menasihati agar jangan lagi 

berbuat seperti itu akan tetapi Termohon I diam saja, Saya pernah menjadi 

korban sodomi 2 (dua) kali ketika saya masih sekolah di SD yang dilakukan 

oleh laki-laki yang berbeda, sejak saat itu kadang-kadang muncul nafsu saya 

untuk berhubungan dengan laki-laki dalam waktu yang tidak terlalu lama, 

Saya pernah berpacaran dengan seorang wanita akan tetapi sudah lama 

putus, Saya menikah dengan Termohon II pada hari Selasa tanggal 02 Juni 

2020, Saya diajak menikah oleh Termohon I dan apabila saya menolak 

untuk menikah, Termohon I mengancam akan membunuh saya dan apabila 

Termohon I tidak dapat membunuh saya, Termohon I akan bunuh diri, 

pernikahan saya dengan Termohon I tercatat di KUA Kecamatan Kediri, 

karena saya pernah diajak oleh Termohon I dan bersama dengan Kaling 

mendaftarkan pernikahan ke kantor KUA Kecamatan Kediri, Saya ditanya 

oleh Kepala KUA Kecamatan Kediri akan tetapi yang menjawab Termohon 

I dan Termohon I sudah mempersiapkan semua adminstrasi pernikahan, 

Termohon I pernah meminta KTP saya dan saya kirimkan KTPnya Mita 

melalui WAnya Termohon I dan kebetulan KTP Mita itu sama alamatnya 

dengan saya sehingga digunakan oleh Termohon I untuk mengurus 

pernikahan sehingga nama saya Mita binti Firman, Saya ditanya oleh kepala 

KUA Kediri tapi yang menjawab Termohon II bahwa ayah Mita sudah 

meninggal dan tidak mempunyai keluarga lagi, Kepala KUA Kecamatan 

Kediri hadir pada saat ijab qobul Ijab Qobul dilaksanakan di Musholla dan 

saya tidak tahu yang menjadi wali nikah saya, Saya melihat Kepala KUA 

Kecamatan Kediri, Kaling dan Termohon I serta banyak orang yang hadir 

akan tetapi saya tidak mengenalnyaKeluarga saya tidak ada yang tahu saya 

menikah dengan Termohon II sehingga tidak ada yang hadir pada saat ijab 

Qobul, Keluarga saya tahu setelah viral di medsos dan ayah saya pernah 

menemui saya di rumah tahanan dan ia berkata kepada saya, kenapa semua 
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tidak tahu nomornya, Setelah menikah 
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pernah sekali saya berhubungan dengan Termohon I dengan cara penis 

Termohon I dimasukkan ke dalam dubur saya, Masyarakat tahu dari gerak 

gerik saya sehingga viral di Medsos dan Saya tidak berkebaratan karena 

perbuatan saya tersebut keliru; 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Akta nikah Nomor 0162/001/VI/2020, tanggal 02 Juni 2020 yang 

dikeluarkan oleh Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat yang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat 

menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1; 

2. Fotokopi Daftar pemeriksaan nikah model N1 Nomor : 0158/04/2020 tanggal 29 Mei 

2020 yang ditanda tangani oleh H. Muhaemin, SS.M.Pd.yang tidak dileges sebagaimana 

mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan 

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2 

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/001/VI/2020, aslinya dikeluarkan 

tanggal 12-06-2020 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten 

Lombok Barat, telah dileges di Kantor Pos dan Giro Mataram dengan materai cukup yang 

telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya dan selanjutnya Ketua Majelis memberi  

tanda bukti P.3 

4. Fotokopi surat pernyataan kebenaran data diri calon pengantin tanggal 22 Mei 2020 

yang dibuat oleh H. Muhaemin, SS.M.Pd.yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan 

tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, 

selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.4. 

5. Fotokopi surat pengumuman kehendak nikah model NC atas nama Muhlisin dan 

Mita tertanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Kediriyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan 

karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis 

memberi tanda bukti P.5; 

6. Fotokopi surat pengantar perkawinan model N1 nomor : 38/RIRKK/V/2020 tanggal 

27 Mei 2020 dari pihak Mitayang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat 

dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua 

Majelis memberi tanda bukti P.6 
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7. Fotokopi surat permohonan kehendak perkawinan model N2 dari pihak Mitayang 

tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon 

tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.7; 

8. Surat persetujuan mempelai model N3 atas nama Muhlisin dan MITA yang ditanda 

tangani oleh MUHLISIN dan MITA dari pihak MITA.yang tidak dileges sebagaimana 

mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan 

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.8 

9. Surat izin orang tua model N4 dari pihak MITA.yang tidak dileges sebagaimana 

mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan 

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.; 

10. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Ampenan nomor : B- 

312/KUA.18.07.02/PW.01/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 model N7 dari pihak 

MITAyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena 

Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi 

tanda bukti P.10; 

11. Surat pengantar perkawinan model N1 Nomor : 32/Pem/V/2020 dari pihak 

MUHLISINyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena 

Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi 

tanda bukti P.11; 

12. Surat permohonan kehendak perkawinan model N2 dari pihak MUHLISINyang tidak 

dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak 

dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.`12; 

13. Surat persetujuan mempelai model N3 atas nama MUHLISIN dan MITA yang 

ditanda tangani oleh MUHLISIN dan MITA dari pihak MUHLISINyang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat 

menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.13. 

14. Surat izin orang tua model N4 dari pihak MUHLISINyang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon 
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tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi 

tanda bukti P.14 

15. Surat keterangan wali nikah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Pejarakan 

Karya nomor : 01/LKL/RIR/V/2020 tanggal 29 Mei 2020yang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat 

menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.15 

16. Surat pernyataan protocol covid 19 tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh 

MUHLISIN dan MITAyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat 

dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua 

Majelis memberi tanda bukti P.16; 

17. Surat keterangan pemeriksaan Kesehatan dari UPT BLUD Puskesmas Kediri nomor 

:078/PKDR/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 atas nama MUHLISIN dan MITA yang tidak 

dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak 

dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.17; 

18. Fotokopi surat dispensasi nikah dari Camat Kediri nomor : 52/kesos/V/2020 tanggal 

29 Mei 2020 atas nama MUHLISIN dan MITAyang tidak dileges sebagaimana mestinya 

dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, 

selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.18; 

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram NIK 5271010703020001 

atas nama MITAyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan 

karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis 

memberi tanda bukti P.19; 

20. Fotokopi ijasah Madrasah Tsanawiyah No Mts.04/ 19.07/ PP.01.1/ 0104/ 2010 tanggal 

07 Mei 2010 atas nama MITAyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat 

dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua 

Majelis memberi tanda bukti P.20 

21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271010503086468 atas nama Kepala Keluarga 

SUNARDIyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena 

Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi 

tanda bukti P.21; 
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22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 

9201020107900142 atas nama MUHLISINyang tidak dileges sebagaimana mestinya dan 

tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, 

selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.22; 

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 

5201020107600097 atas nama KALAM tanggal 02 Oktober 2012yang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat 

menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.23; 

24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 

5201024502690001 atas nama HIKMAH tanggal 08 November 2012yang tidak dileges 

sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat 

menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.24 

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5201020503089413 tanggal 29 April 2014 nama 

Kepala Keluarga KALAM yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat 

dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua 

Majelis memberi tanda bukti P.25; 

26. Fotokopi ijasah Madrasah Aliyah Nomor : MA.011/17.01/PP.01.1/ 0006/2007 

tanggal 16 Juni 2007 atas nama MUHLISIN yang tidak dileges sebagaimana mestinya 

dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, 

selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.26 

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Lombok Barat NIK 

5201021209780002 tanggal 20 Oktober 2012 an. Hamdani selaku saksi 1 pada 

pemeriksaan verbal calon pengantin Muhlisin dan Mitayang tidak dileges sebagaimana 

mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan 

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.27; 

28. Form pemeriksaan verbal calon pengantin KUA Kec. Kediri dengan saksi 

HAMDANI dan ARIA yang tidak dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat 

dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua 

Majelis memberi tanda bukti P.28; 
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29. Surat Pengadilan Negeri Mataram nomor : W25-U1/2676/HK.03/6/2020 tertanggal 

17 Juni 2020 perihal Surat Permohonan Keterangan Perubahan Kelamin yang tidak 

dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak 

dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.29; 

30. Surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2020 yang dibuat oleh Arsat (orang tua dari 

Supriadi alias Adi yang menjadi mempelai wanita dengan nama MITA) yang tidak 

dileges sebagaimana mestinya dan tidak dapat dicocokkan karena Kuasa Pemohon tidak 

dapat menunjukkan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.30; 

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut, Pemohon juga 

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------- H. 

Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir, umur 50 tahun, agama 

Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Strata 1, tempat kediaman Dusun Terep 

RT/RW.002/000, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Utara; 

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Pemohon dan Termohon I bernama Muhlisin serta 

Termohon II bernama Mita tidak mempunyai hubungan apa apa dengan Termohon I 

dan Termohon II karena saya selaku Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kediri. 

- Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II pernah datang mendaftarkan 

pernikahannya di KUA Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan pernikahan 

Termohon I dan Termohon sudah terdaftar di KUA Kecamatan Kediri Nomor 

0162/001/VI/2020, tanggal 12-06-2020; 

- Bahwa Prosedur pernikahan di KUA Kecamatan Kediri sama saja dengan KUA 

Kecamatan Lainnya yaitu Calon suami isteri membawa dan melengkapi persyaratan 

berupa N1 s/d N7 dan setelah semuanya lengkap lalu persyaratan tersebut diserahkan 

ke Operator untuk diinput dan setelah itu mendapat Acc/ persetujuan dari Kepala 

KUA Kecamatan 
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- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah datang mendaftarkan pernikahannya telah 

sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan dan saksi tidak tahu bahwa dokumen 

yang diserahkan oleh Termohon II tersebut bukan milik dari Termohon II karena 

selama ini di KUA Kecamatan kediri pemalsuan dokumen seperti itu tidak pernah 

ada; 

- Bahwa Termohon I dan Termohon II datang ke KUA Kecamatan Kediri ditemani 

oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan, Kecamatan Kediri, Termohon I dan Termohon II 

sudah membawa dokumen NI s/d N7 dengan lengkap lalu di proses oleh Operator dan 

selanjutnya karena tidak ada masalah maka saksi menyetujui pernikahan Termohon I 

dan Termohon II; 

- Bahwa Identitas Termohon I bernama Muhlisin, status Jejaka dan Termohon II 

bernama Mita berstatus Perawan Status wali nikah wali Hakim sebab wali Putung 

bernama H.Muhaemin SS.M.Pd dan Saksi tidak melakukan sinkronisasi identitas 

Termohon I dan Termohon II Ke Dukcapil Kabupaten Lombok Barat karena SOP 

tidak menentukan seperti itu; 

- Bahwa penetapan wali hakim Dasarnya surat keterangan wali nikah yang dibuat oleh 

Kepala Lingkungan Pejarakan dan mengetahui Lurah Pejarakan bahwa Termohon II 

ayahnya bernama firman sudah meninggal dunia dan Termohon II tidak mempunyai 

wali nasab seorangpun dan menurut ketentuan, Termohon II yang tidak mempunyai 

keluarga sebagai wali nikah, maka Kepala KUA Kecamatan Kediri dapat bertindak 

langsung sebagai Wali Hakim Termohon II dan Menurut Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di KUA Kecamatan Kediri Kepala KUA Kecamatan dapat bertindak 

langsung sebagai wali Hakim terhadap Termohon II dengan tidak mengajukan 

permohonan Penetapan Wali Hakim ke Pengadilan Agama 

- Bahwa setiap pendaftaran pernikahan harus di umumkan dan sepuluh hari sejak 

pengumuman itu baru pernikahannnya di lakasanakan dan pernikahan bisa 

dilaksanakan sebelum 10 (sepuluh) hari dari Pengumuan apabila pernikahan tersebut 

mendapat dispensasi dari Camat tempat KUA beradadan tujuannya agar masyarakat 

mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut; 

- Bahwa Pada waktu Termohon I dan Termohon II datang di KUA Kecamatan saksi 

langsung menanyakan kepada Termohon II mengenai status dan keluarganya akan 

tetapi yang memberi jawaban hanya Termohon I, bahwa 
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Termohon II adalah seorang perempuan yang kedua orang tuanya sudah 

meninggal dunia dan tidak mempunyai keluarga lagi; 

- Bahwa Termohon II berpenampilan seperti seorang perempuan memakai jilbab dan 

cadar yang kelihatan hanya mata saja dan saksi tidak mempunyai rasa curiga sama 

sekali karena penampilan Termohon II sangat meyakinkan saksi, saksi mengetahui 

perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan yang sejenis pada hari 

Jum’at atau tiga hari setelah Termohon I dan Termohon II menikah setelah ada ribut-

ribut di Desa gelogor selatan mengenai mita adalah seorang laki-laki bernama Supriadi 

dan Tindakan saksi pada hari Sabtu saksi pergi bertemu dengan Kepala Dusun 

Gelogor Selatan dan Kepala Desa Gelogor Selatan untuk memastikan informasi 

perkawinan sejenis tersebut dan ternyata benar adanya, Saksi dan Kepala Dusun 

gelogor Selatan minta kepada Termohon I menghubungi Termohon II agar bertemu 

dengan Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Kepala Lingkungan Pejarakan di Gerbang 

Ampenan. kemudian Termohon I menghubungi Termohon II dan Termohon II 

ditemukan sedang di Senggigi kemudian dijemput dan langsung dibawa ke Polsek 

Kediri dan kemudian diserahkan polres Lombok Barat, Saksi sudah berencana untuk 

mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dan Termohon II ke Pengadilan 

Agama, akan tetapi dari Kejaksaan Negeri Mataram menemui saksi dan memberitahu 

bahwa Kejaksaan negeri Mataram yang akan mengajukan pembatalan nikah tersebut 

sehingga saksi mengurungkan diri untuk mengajukannya; 

- Bahwa saksi tahu pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan 

pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 yang dilaksanakan di Mushola 

Gelogor Selatan, Wali nikah Termohon II adalah wali Hakim yaitu 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri yaitu saksi sendiri, 

saksi nikahnya yaitu Kadus Gelogor Selatan yang bernama Hamdani 

dan Kepala Lingkungan Pejarakan yang saksi lupa 

namanyaMaskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus 

ribu rupiah) yang dibayar tunai, Keluarga Termohon I, masyarakat 

Gelogor Selatan serta para tuanguru setempat banyak yang hadir 

sedangkan keluarga Termohon II tidak ada yang hadir pada saat ijab 

qobul, Kutipan Akta nikah diserahkan kepada Termohon I dan 

Termohon II Sesaat setelah ijab qobul dilaksanakan, saksi tidak 

menanyakan kesediaan Termohon II menikah dengan 
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Termohon I sesaat sebelum ijab qobul dan tidak menanyakannya 

kepada Termohon II tentang persetujuannya menikah dengan Termohon 

I sebelum ijab qobul dilaksanakan dan menurut ketentuan Kepala KUA 

Kecamatan harus menanyakan persetujuan mempelai perempuan 

menikah dengan calon suaminya sesaat sebelum menikah dan Pada 

waktu ijab qobul antara wali Termohon II dengan Termohon I tidak ada 

orang yang berkeberatan 

2 --------------------------------------------------------------------------------------------- Ha 

mdani bin H.Sahwan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Kepala Dusun Gelogor Selatan, pendikan Strata 1, tempat 

kediaman Dusun Gelogor Selatan, Desa Gelogor, Kecamatan 

Kediri, Kabupaten Lombok Barat; 

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenaldenganTermohon I bernama Muhlisin berasal dari Gelogor Selatan 

dan Termohon II bernama Mita yang berasal dari Lingkungan Pejarakan, tidak 

mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon I dan Termohon II karena saksi 

selaku Kepala Dusun Gelogor Selatan; 

- Bahwa saksi terlibat dalam pengurusan pernikahan Termohon I dan Termohon II 

karena Termohon I adalah warga saya sedangkan saya Kepala Dusun Gelogor 

SelatanAwalnya Termohon I datang ke rumah saya dan melaporkan akan menikah 

dengan seorang perempuan bernama MITA berasal dari Lingkungan Pejarakan 

dengan membawa berkas syarat -syarat administrasi pernikahan; 

- Bahwa Termohon I membawa syarat-syarat administrasi Kepunyaan Termohon I 

dan Termohon II dengan lengkap berupa Fotokopi KTP,KK,akta Kelahiran dan 

Ijazah, saya melakukan pencocokkan KTP,KK, akta Kelahiran dan Ijazah kepunyaan 

Termohon II akan tetapi menurut penjelasan Termohon I semuanya aslinya sudah tidak 

ada karena gempa dan dari penjelasan Termohon I, bahwa KTP,KK, akta Kelahiran 

dan Ijazah Termohon II diambil dari WA yang disimpan pada HP Termohon II, Tidak 

ada perbedaan satu dengan yang lainnya semuanya sama sedangkan MITA numpang 

Kartu Keluarga saja.sedangkan nama orang tua di KK tersebut saksi lupa, pada waktu 

sore hari itu juga pergi ke rumah Termohon I untuk menemui Termohon II dan 

disana 
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saksi bertemu dengan Termohon II dengan berpenampilan berpakaian 

wanita dan bercadar hanya kelihatan matanya saja, saksi menanyakan 

tentang asli KTP,KK,Akta Kelahirannya dan ijazahnya dan Termohon 

II memberi jawaban dengan suara yang sangat kecil sekali seperti suara 

perempuan yang menyatakan asli semua surat itu sudah tidak ada 

karena akibat gempa dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia 

dan Termohon II mempunyai seorang saudara perempuan yang berada 

di Sumbawa akan tetapi sudah tidak bisa di hubungi lagi, saksi tahu dari 

keterangan Termohon II yang menyatakan suaranya kecil karena pita 

suara baru-baru saja selesai dioperasi 

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Termohon II lalu saya menelpon Kepala 

Lingkungan Pejarakan untuk melaporkan ada warganya yang akan menikah bernama 

Mita agar memenuhi persyaratan administrasi perkawinannya dan tidak ada masalah 

sehingga Kepala Lingkungan Pejarakan mengirim persyaratan administrasi Termohon 

II secara lengkap, Selanjutnya saksi bersama dengan Termohon I dan Termohon II 

pergi ke KUA Kecamatan Kediri untuk mendaftarkan pernikahan tersebut dan disana 

saya diterima oleh Kepala Kecamatan Kediri bernama Muhaemin, Kepala KUA 

Kecamatan Kediri meneliti syarat-syarat tersebut dan menanyakan tentang keluarga 

dan wali Termohon II akan tetapi dalam syarat-syarat administrasi pernikahan tersebut 

telah dinyatakan lengkap sehingga disetujui untuk didaftar namun Saksi tidak 

melakukan pencocokkan data Termohon II melalui online karena data Termohon II 

sudah lengkap; 

- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah bersama dengan para tokoh agama, para tuan guru 

dan ada juga saksi lihat orang luar, Wali Nikah Termohon II adalah wali Hakim yaitu 

Kepala KUA Kecamatan Kediri dan maskawinnya berupa air zam-zam dan uang 

sejumlah Rp. 500.000,- Tidak ada acara sasak Lombok berupa nyongkolan 

dilaksanakan dalam perkawinan tersebut 

- Bahwa Saksi tahu setelah 2 (dua) hari pernikahan karena ditelpon oleh warga Gelogor 

selatan yang memberitahu saksi bahwa Termohon II bukan seorang perempuan akan 

tetapi seorang laki-laki, Pada mulanya saksi tidak percaya sehingga saksi 

menanyakannya kepada Termohon I dan menelpon Kepala Lingkungan Pejarakan 

tentang jenis kelamin Termohon II adalah seorang laki- laki, Pada mulanya Termohon 

II dan Kepala Lingkungan Pejarakan tidak 
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percaya sehingga kami sepakat untuk mencari Termohon II yang sudah 

pergi dari rumah Termohon I dan Termohon II ditemukan dan 

digerebek di Senggigi oleh warga Lingkungan Pejarakan dan warga 

Gelogor Selatan lalu dibawa ke Polsek Kediri; 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon I telah 

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Permohonan Pembatalan perkawinan antara Muhlisin bin Kalamullah dan 

Mita binti Firman Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.Gm. tanggal 15 Juni 2020, aslinya 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang telah dinazegelen dan sesuai dengan 

aslinya,diberi tanda T1.1; 

2. Fotokopi surat Pengaduan ke Polda NTB, tanggal 15 Juni 2020 aslinya dibuat Kuasa 

Pelapor, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda T1.2; 

3. Fotokopi Foto pernikahan Muhlisin, wali Hakim dan Mita serta masyarakat yang 

hadir telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,diberi tanda T1.3 

Bahwa disamping surat-surat tersebut, Termohon I juga telah 

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. H. Muhammad Kaskian bin H.Achmad Tanwir, lahir 11 April 1977, agama 

Islam, pekerjaanWiraswasta, pendidikan SLTA. tempat kediaman Jl. Lestari No. 

74 B. Pejarakan, Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, 

Kota Mataram; 

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah 

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi tahu Termohon II menikah dengan Termohon I yang 

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Nama ayah 

Termohon II adalah Firman, saksidiberitahu oleh Kadus Glogor Selatan 

melalui Telephon, saksi ditelephon oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan 

sebelum Termohon II menikah yang memberitahukan saksi bahwa ada 

warga lingkungan Pejarakan bernama Mita akan menikah dengan 

Muhlisin warga Dusun Gelogor Selatan, tujuan Kepala Dusun Gelogor 

Selatan menelphon saksi karena saksi selaku kepala Lingkungan 

Pejarakan sedangkan Mita beralamat di Lingkungan Pejarakan, saksi 

menjadi Kepala Dusun Pejarakan sejak tahun 2017 sampai dengan saat 

ini saksi masih menjabat, pada waktu itu Kepala Dusun Gelogor 

Selatan mengatakan bahwa ada warga lingkungan Pejarakan bernama 

Mita yang akan 
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menikah dengan Muhlisin warga Dusun Gelogor Selatan sedangkan Mita 

kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sehingga hidup sebatangkara 

sedangkan seorang saudara perempuannya ada di Sumbawa; 

- Bahwa Kepala Dusun Gelogor selatan meminta saya mengurus N1 dan surat 

keterangan bahwa Mita yang berasal dari Lingkungan Pejarakan tidak mempunyai 

keluarga dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan tindakan saksi meminta 

kepada Kepala Dusun Gelogor Selatan mengirimkan data identitas Termohon II 

kemudian Kepala Dusun Gelogor Selatan mengirimkan Fotokopi KTP dan Ijazah atas 

nama Mita melalui WA; 

- Bahwa saksi melakukan pengecekan ke alamat Mita tersebut dan disana saksi 

bertemu dengan Sunardi akan tetapi Sunardi mengatakan sudah lama tidak bertemu 

dengan Mita sehingga tidak tahu keberadaannya, selanjutnya saksi juga menanyakan 

kepada isteri saksi selaku kader KB di Kelurahan tentang Mita akan tetapi isteri saksi 

juga tidak tahu; 

- Bahwa saksi melanjutkan mengurus N1 dan Surat keterangan tersebut sampai selesai 

karena KUA Kediri meminta agar saksi segera menyelesaikannya; 

- Bahwa masalah terkait dengan NIK Termohon II pada tanggal 27 Mei 2020 Kepala 

Dusun Gelogor Selatan menelpon agar saksi menferivikasi NIK tersebut dan Pada 

tanggal 28 Mei 2020 saksi menuntaskan pengurusan N1 dan Surat Keterangan 

Termohon II tidak mempunyai wali nikah; 

- Bahwa saksitidak pernah bertemu dengan Termohon II sampai ia menikah dengan 

Termohon I; 

- Bahwa saksitidak merasa curiga KTP dan Ijazah tersebut bukan milik Termohon II, 

hanya saja saksi minta kepada Kepala Dusun Gelogor Selatan Verifikasi ulang atas 

NIK yang keliru tersebut dengan membawa Termohon II ke DUK Capil Mataram akan 

tetapi tidak terlaksana; 

- Bahwa Pada tahun 2019 saksipernah bertemu dengan Mita yang asli di Kantor DUK 

Capil. Pada saat itu saksi melihat Mita pakai Jilbab yang sedang mengurus verifikasi 

NIKnya yang keliru akan tetapi saksi tidak sempat berbicara dengannya dan karena saksi 

pernah bertemu dengan Mita asli maka anggapan saksi Termohon II tersebut adalah 

Mita yang asli; 
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- Bahwa pada hari sabtu saksi di Telephon oleh Kepala Dusun Gelogor Selatan yang 

memberitahukan saksi bahwa Termohon II adalah laki-laki dan akan melakukan 

penggerbekan di Senggigi; 

- Bahwa saksi dengan Kepala Dusun Gelogor Selatan dengan teman-teman lima orang 

pergi ke Senggigi untuk melakukan penggerbekan di Pantai Hotel Beach Senggigi 

kami menemukan Termohon I dan Termohon II sedang berduaan dan seketika itu juga 

saya menyuruh Termohon II membuka Jilbabnya dan ternyata benar Termohon II 

adalah seorang laki-laki; 

- Bahwa saksi mengenalnya, ia bernama Supriadi yang lima bersaudara dan ayahnya 

bernama Arsad tinggal di Lingkungan Pejarakan, namun Supriadi tersebut jarang 

berada di rumah dan ia lebih sering pergi Lombok Utara; 

- Bahwa yang berhak melakukan vrifikasi dokumen pernikahan Termohon II adalah 

saksi sendiri baru setelah itu Kepala Dusun Gelogor Selatan dan Saksi hadir pada saat 

pernikahan Termohon II dengan Termohon I di Musholla, 

- Bahwa Pada tahun 2019 Mita pernah mengurusnya akan tetapi tidak sampai tuntas 

sehingga NIKnya tetap keliru sampai Mita tidak bisa menikah; 

- Bahwa Termohon II adalah seorang laki-laki bukan seorang perempuan, dan saksi 

menemukannya di pantai Hotel Beach Senggigi; 

Bahwa,Pemohon dan Termohon I menyatakan bukti-bukti yang 

diajukan sudah cukup sedangkan Termohon IImenyatakan mencukupkan 

pembuktian Termohon I ; 

Bahwa,Pemohon dan Termohon I mengajukan kesimpulan secara 

tertulis tertanggal 08 Oktober 2020 yang pada pokoknya Kuasa Hukum 

Pemohon tetap pada dalil permohonan dan Kuasa Hukum Termohon I tetap 

pada jawaban sedangkan Termohon II tidak hadir di persidangan dan untuk 

selengkapnya telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang 

pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyerahkan 

sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala 

hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan 

kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Dalam Eksepsi 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas; 

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh 

Pemohon, Termohon I/Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban sekaligus 

eksepsi secara tertulis di persidangan; 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban tertulisnya Termohon 

I telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan terhadap 

pokok permohonan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon I tersebut; 

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Termohon I berkenaan dengan 

sifatnya pedoman yang jelas bahwa eksepsi yang bersifat prosesuil tersebut 

tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan 

diperiksa dan diputus bersama-sama dengan permohonan pokok perkaranya, 

dengan demikian eksepsi sebagaimana tersebut di atas akan 

dipertimbangkan bersamaan pemeriksaan dengan pokok perkaranya; 

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi yang disampaikan Termohon I 

yakni surat permohonan cacat formil karena permohonan yang diajukan 

tidak ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya; 

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I/Kuasa Hukum diajukan 

bersama- sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg 

eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya majelis 

mempertimbangkannya sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan surat gugatan yang 

belum ditandatangani oleh prinsipal/kuasa maka Majelis mempertimbangkan 

sebagai berikut bahwa setelah Majelis meneliti kelengkapan berkas yang 

diajukan Pemohon dalam permohonannya di dalam bundel perkara ternyata 

Pemohon sudah melengkapi berkas dan secara administrasi sudah lengkap 

dalam berkas bundel yang berada di Majelis dan sesuai dengan ketentuan 

Pasal 142 Rbg sesuai formulasi dan sistematika yang tepat dalam 

penyusunan surat permohonan/ gugatan; 

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok 

perkara a quo (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk 

memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas (Hukum 

Formil) surat permohonan Pemohon dalam perkara a quo. Majelis Hakim 

berpendapat bahwa kelengkapan 
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formalitas (Hukum Formil) dalam suatu perkara merupakan peraturan 

hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum 

Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan 

hukum materiil sebuah gugatan adalah wajib, maka melaksanakan hal-

hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum 

Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan 

formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut 

didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut: 

 
 بجاو هوف هبلا بجاولا متيلام

 

Artinya: “Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya  

sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga 

wajib”; 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati 

surat permohonan Pemohon terkait dengan tandatangan (hand tekening) 

sebagai syarat formil sebuah surat gugatan/ permohonan yang dihubungkan 

dengan ketentuan Pasal 142 Rbg, yang sudah berada dalam berkasa maka 

Majelis Hakim menilai surat permohonan yang diajukan Pemohon, Telah 

memenuhi syarat formil yaitu gugatan/ permohonan telah di daftarkan di 

Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan kewenangan yurisdiksi relatif 

dan diberi tanggal sebagaimana tertera tanggal 15 Juni 2020 dan telah 

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 

tersebut dan telah dibubuhkan tanda tangan di atas nama masing- masing 

Kuasa Pemohon serta dicantumkan identitas dan kedudukan di mana antara 

subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lainnya memiliki 

hubungan erat antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing pihak 

terdapat koneksitas; 

Menimbang, terhadap eksepsi Termohon I/Kuasa mengenai 

permohonan Pemohon yang belum ditandatangani, dinyatakan oleh Majelis 

tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa Termohon I di dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa 

kedudukan para pihak dalam perkara pembatalan Nikah, yaitu : Pemohon harus disebut 

Penggugat dan Termohon harus disebut Tergugat; 

Menimbang, bahwa penyebutan kedudukan para pihak dalam perkara 

Pembatalan nikah baik menggunakan istilah Pemohon / Penggugat atau 

Termohon 
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Karena 
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berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 411/K/AG/1998 tertanggal 17 Februari 

2000 istilah kedudukan para pihak menggunakan Pemohon dan Termohon. 

Sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 02/K/AG/2001 tertanggal 29 

Agustus 2002 menggunakan istilah kedudukan Penggugat dan Tergugat. 

Maka oleh karena itu eksepsi Termohon I tidak berdasar hukum; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 

eksepsi yang diajukan Kuasa Termohon I tidak berlandaskan hukum, maka patut 

untuk ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Termohon I telah 

dinyatakan ditolak, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

mengenai pokok perkara di bawah ini ; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan legal standing 

Pemohon dalam hal ini Jaksa dalam perkara A quo sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu : 

a. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri; 

b. Suami atau Istri; 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan 

setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus; 

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 menyebutkan bahwa yang dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan adalah : 

a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami 

atau isteri, 

b) Suami atau isteri . 

c) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan 

menurut undang-undang, 
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d) Pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam 

rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67; 

Menimbang, bahwa Jaksa disebut secara tegas dan jelas di dalam pasal 

26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat 

memintakan pembatalan nikah karena adanya perkawinan yang 

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, 

wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 

(dua) orang saksi. 

Menimbang, bahwa berdasarkanketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang 

Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwatugas dan 

wewenang Kejaksaan adalah: “Di bidangPerdatadan Tata Usaha Negara, Kejaksaan 

dengan Kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan 

untuk dan atas nama Negara atau pemerintah”. Selanjutnya dalam Pasal 32 juga 

menyatakan bahwa “Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-

Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan 

undang-undang.” 

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan 

undang-undang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan melakukan fungsi 

Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan 

Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang menyatakan : “ Lingkup bidang 

perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain 

kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi 

pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang 

perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan 

negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan 

pelayanan hukum kepada masyarakat.”. 
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Menimbang, bahwa dari pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan diketahui bahwa Jaksa dapat memintakan 

pembatalan perkawinan karena adanya perkawinan yang dilangsungkan di 

muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang 

tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi 

saja. Namun selain itu kedudukan Jaksa juga sebagai Pejabat yang 

berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan dan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran perundang-undangan. Dengan demikian Majelis 

memandang Pemohon/Jaksa juga dapat mengajukan permohonan pembatalan 

nikah bukan hanya ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1974 namun juga berkenanan dengan hal lain yang menyangkut 

meliputi penegakan hukum dan lain-lain; 

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II mengakui dan secara 

faktual Termohon II hadir di Persidangan dan nyata bahwa Termohon II 

adalah seorang laki 

– laki maka terbukti kalau perkawinan antara Termohon I dan Termohon II melakukan 

pernikahan sejenis, makaterhadap peristiwa perkawinan sejenis tersebut Termohon I dan II 

telah melanggar sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, bahwa yang dimaksud : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”, untuk itu Jaksa 

mempunyai kewenangan mengajukan pembatalahn nikah dan bertindak baik di dalam 

maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk 

menjalankan fungsinya sebagai Penegak hukum terhadap pelanggaran Undang-

undang;; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka Pemohon/ Kuasa Hukum memiliki legal standing 

(kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan 

pembatalan perkawinan (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

Pemohon, Termohon I diwakili kuasa hukumnya dan Termohon II masing-

masing datang menghadap di persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA NOMOR 1 Tahun 2016 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 4 ayat 1 Semua sengketa 

perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) 

atas putusan verstek 
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dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga 

(derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui 

Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung 

ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA 

NOMOR 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: sengketa mengenai pencegahan, penolakan, 

pembatalan dan pengesahan perkawinan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara A quo merupakan perkara 

Pembatalan Perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA 

NOMOR 

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah perkara yang 

dikecualikan dari kewajiban mediasi atau tidak wajib mediasi; 

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara yang diawali 

dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk 

umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan 

ketentuan Pasal 38 ayat 

(3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya 

Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya; 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang agar 

pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 

Juni 2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat 

dibatalkan, karena perkawinan antara TERMOHON I dan TERMOHON II 

merupakan perkawinan antara pria dengan pria (sesama jenis) sehingga 

bertentangan dengan undang-undang karena menyalahi ketentuan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang 

diajukan Pemohon, didasari dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen 

terhadap identitas bernama MITA yang dilakukan oleh Termohon II bernama 

SUPRIYADI agar dapat memenuhi syarat administrasi perkawinan yang 

kelengkapan berkas pemeriksaannya dilakukan secara berjenjang dimulai 
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dari Kepala Dusun Gelogor, Kepala Lingkungan Pejarakan hingga Kepala 

Kantor Urusan Agama Kediri dengan tujuan untuk melangsungkan 

pernikahan dengan Termohon I bernama Mukhlis dan 
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permohonan pembatalan tersebut diajukan Pemohon karena perkawinan 

yang telah dilaksanakan telah melanggar syariat Islam dan melanggar 

ketentuan perundang- undangan yang berlaku karena Termohon I dan 

Termohon II melakukan perkawinan sesama jenis dan pihak KUA telah 

mencatatkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dan 

menerbitkan pada register pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Kediri 

Kabupaten Lombok Barat maka demi asas kepastian dan ketertiban hukum, 

maka secara formil permohonan, Pemohon dapat diterima dan 

dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam menggali dan memahami 

hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak pula berarti Majelis Hakim 

Pengadilan Agama melepas diri dari nilai agama untuk dipegang teguh dan 

mengabaikan kepastian hukum baik dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi 

S.A.W., tentang materil suatu perkara; 

Menimbang, bahwa Al Quran Surat Al A’raf ayat 80-84 telah 

memberikan penegasan tentang larangan melangsungkan perkawinan 

sesama jenisyang lebih 

rincinya berbunyi ; 

أ نم اَ  هَ   ب مَ   كقَ   بس
 نم دحَ    َ   

 ٨٠           لدنَ    لوأَ  َ  يذمَ    َ  لعَ  َ   لل

 ن

حَ    فَ  َ   لل

 ام ةش

 لاَ  ق ذَ   إ اَ  طوَ  لَ  و

أ أَ  َ   هَ   َ   مَ   وَ  قَ  لو
 وَ  تأَ  َ  تَ   

أللَ   بءَ  َ   ءَ  َ   اسَ  نهل نوَ  د  نم
 وَ  قممَ   تنَ   

َ  َ  همأمَ  مسمو  َ  َ                        سنَ   مومفَ   لرَ   ءٓ  سَ 

١٨ 

كَ   نَ   إ
لمنوَ   تأَ  َ   تَ  َ  لمَ   َ    َ   

 َ  ةوَ   هَ  ش ألاجرَ   

َ   إ َ  هَ  َ  َ  َ   مَ   وَ  ق وباَ  وج ناَ   ك امَ  و
أخاوَ  َ    لاَ  ق نَ   ألَ   

    مَ  هوجرَ   خَ  َ   

أ مَ  هَ   نَ   إ مَ   كَ   تَ  يرنقَ     رم
 ٨٨                سنمومرَ   رَ  هخَ  وطَ   َ   تَ   ي ساَ   نَ   

َ   َ     ي نيَ  رَ   بغَ  َ   لل  ن  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ هتهتهتهتهتَ   أيَ  فَ 
َ   نٓ  َ  يجلَ    َ  ٓ  نَ  لمَ  لمَ  لمَ  لمَ  لملململململململمَ  تَ  هتهتهتهتهت  ههَ 

أَ  َ  و
 هَ  َ  َ   َ  َ  لهَ   

َ   إ
أرَ   مَ   لَ   

 م تتَ   ناَ   كمهَ    َ   تَ   

٨٨ 

ك نيمَ    رَ   جمَ  َ   ل جةَ   بقَ    َ  َ  ع ن

   َ
 ف ا

 يرَ   َ  طم

كريرَ  ظنَ  فاا

 يَ   

أمَ  موَ  َ  َ  َ  جَ      م
يايريايريايريايريايريايريايريايرَ  ٓ  َ   

يَ  لاَ  عرَ  َ  نَ  رَ  َ  طجَ  لمريايريايريايريايرياير

 مهَ   

٤

٨ Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 

(Ingatlah) tatkala dia  berkata  kepada  mereka:  "Mengapa  kamu  
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mengerjakan   perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh 

seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi 

lelaki untuk melepaskan 

nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini 

adalah kaum yang melampaui batas, Jawab kaumnya tidak lain 

hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-

pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-

orang yang berpura-pura mensucikan diri", Kemudian Kami 

selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia 

termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) 
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Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu), maka 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu” 

(Q.S. AlA’raf’ : 80- 84); 

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan para Pemohon jika 

disandarkan pada norma-norma tersebut di atas, maka yang menjadi pokok 

masalah dalam perkara ini adalah mengenai perkawinan sesama jenis yang 

dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II yang dicatat pada Pegawai 

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kediri; 

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku akan tetapi keadaan tersebut tidak serta merta 

menjadikan perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II 

adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan dimungkinkan untuk 

dinyatakan ketidakabsahannya apabila dapat dibuktikan sebaliknya dan 

dimungkinkan untuk dinyatakan batal demi hukum apabila perkawinan yang 

dilaksanakan ternyata telah terdapat halangan-halangan hukum dalam 

perkawinan baik secara syariat Islam maupun perudangan yang berlaku dan 

dimungkinkan untuk dinyatakan cacat yuridis/ tidak berkekuatan hukum 

apabila proses pendaftaran, pembuatan hingga penerbitan Kutipan Akta 

Nikah dilakukan dengan cara yang tidak benar atau dilakukan dengan cara 

melawan hukum dan tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur 

hukum dalam melakukan pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kediri; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan Termohon I 

dan Termohon II telah melakukan perkawinan yang bertentangan dengan 

syariat Islam dan peraturan perundang-udangan yang berlaku yaitu 

perkawinan sesama jenis maka yang wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah 

terkait dengan jenis kelamin dari MITA alias Supriadi yang berjenis kelamin 

laki-laki saat dilangsungkannya pernikahan, maka berdasarkan kaedah ushul 

fikih yang menyatakan: 

 روطمشلا ىفتنا رطشلا ىفتنا اذإ

Artinya : “Apabila syarat tidak ada maka masyrut juga tidak ada”, 

maka abstrak hukumnya adalah bahwa suatu perbuatan hukum belum 

dianggap ada jika syarat-syarat perbuatan hukum tersebut tidak terpenuhi; 

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Tergugat 
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1 telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya 

sebagaimana dalam 
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jawabannya, sedang Tergugat II menyampaikan jawaban secara lisan 

menyatakan membernarkan bahwa perkawinan yang dilakukannya bersama 

Termohon I adalah perkawinan sejenis dan perkawinan tersebut dilakukan 

karena Termohon II berada dibawah ancaman Termohon I; 

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan 

Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.30, serta 2 

(dua) orang) saksi antara lain: 

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut 

menjelaskan mengenai adanya perkawinan yang telah dilaksanakan oleh 

Termohon I dan Termohon II secara Hukum Islam dan perundang-undangan 

yang berlaku dan dicatatkan secara resmi oleh Pegawai pencatat nikah KUA 

Kecamatan Kediri. Bukti P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Termohon 

I dan Termohon II telah terjadi perkawinan. Dengan demikian terbukti bahwa 

Termohon I dan Termohon II pernah menikah dan ternyata pernikahan 

tersebut adalah pernikahan yang dilarang karena antara Termohon I dan 

Termohon II adalah sama sama Laki –laki; 

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti P.2 s/d 

P.30. Bukti-bukti tersebut tidak dibubuhi meterai dan tidak dinazegellen 

serta tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Pemohon; 

Menimbang, bahwa walau bukti P.2 s/d P.30 secara substansial 

relevan dengan dalil Pemohon namun berdasarkan Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Juncto Pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea 

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea 

Meterai maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat 

(3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 

1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf a dan huruf f, serta pasal 2 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan 

Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang 

Dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti tersebut tidak dapat diterima dan 

tidak dapat menjadi dasar dalam memutus perkara; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.30 tidak dicocokkan dengan 

aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg jo pasal 1888 KUH 
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Perdata, kekuatan suatu 
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bukti turunan terletak pada akta aslinya oleh karenanya bukti-bukti tersebut 

harus dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi 

dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum 

Acara Perdata Umum dan secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang 

diajukan oleh Pemohon bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara 

langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling 

bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan 

pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 

KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan 

para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh 

karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal; 

Menimbang, bahwa saksi H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. 

Muhammad Munir telah menjelaskan bahwa Termohon I dan Termohon II 

bersama Kepala Dusun gelogor Selatan pernah mendaftakan pernikahannya 

di KUA Kecamatan Kediri dengan Nomor 0162/001/VI/2020 dengan 

melengkapi persyaratan N.1 s/d N.7 yang kemudian data-data diinput oleh 

operator setelah mendapat Acc/persetujuan dari Kepala KUA dan prosedur 

pendaftaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan saksi 

telah mengecek dalam dokumen identitas Termohon I dan Termohon II baik 

status calon mempelaidan wali nikah dan saksi sudah menanyakan keapda 

Termohon II terkait status dan keluarganya dan termohon I memberikan 

jawaban termohon II adalah seorang perempuan yang kedua orang tuanya 

sudah meninggal dan tidak mempunyai keluarga lagi namun tidak 

melakukan sinkronisasi ke Dukcapil dan penetapan wali Nikah dari 

Termohon II adalah wali hakim berdasarkan surat keterangan Wali Nikah 

yang dibuat kaling Pejarakan yang diketahui Lurah Pejarakan ayahnya/ Wali 

Nasab bernama Firman sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai wali 

nasab seorangpun dan bagi Termohon II yang tidak mempunyai keluarga 

maka kepala KUA dapat bertindak langsung sebagai wali hakim dan Sesuai 

SOP kepala KUA dapat bertindak langsung menjadi wali hakim tanpa 

terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama 

dan setiap pendaftaran pernikahan harus diumumkan dan 10 hari sejak 

pengumuman baru pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat 

mengetahui pelasanaan pernikahan; 
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Menimbang, bahwa pengetahuan saksi H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. 

Muhammad Munir terkait dengan kronologi pendaftaran dan kelengkapan berkas 

N.1 s/d N.7 bagi calon pengantin yang hendak melakukan perkawinan, dan telah melakukan 

penelusuran terkait dengan asal-usul, identitas status dan wali dari calon mempelai, serta 

telah menjelaskan dasar dan alasan penetapan saksi sebagai Wali Hakim serta mekanismne 

pengumuman adanya pernikahan yang hendak dilaksanakan, maka menurut majelis Hakim 

keterangan saksi berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas yaitu berdasarkan apa yang 

diketahui, dilihat dan dialaminya sendiri karena keterangan yang saksi berikan dapat 

menyebutkan alasan/sebab ia mengetahui peristiwa tersebut dengan demikian majelis 

hakim menilai bahwa saksi yang berkapasitas sebagai Kepala KUA telah 

melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan aturan yang 

terkait dengan tata cara dan mekasnisme dalam melakukan pendaftan 

perkawinan; 

Menimbang, bahwa H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. 

Muhammad Munir telah menjelaskan bahwa saat mendaftarkan 

pernikahan di KUA Termohon II berpenampilan memakai jilbab dan cadar 

yang terlihat hanya mata, dan saksi mengetahui perkawinan sejenis tiga hari 

setelah menikah setelah adanya keributan yang terjadi di Desa gelogor 

Selatan mengenai jenis kelamin Mita adalah seorang laki-laki bernama 

Supriadi dan pada hari sabtu saksi bertemu dengan Kadus dan Kades 

Gelogor Selatan untuk memastikan kebenaran informasi perkawinan sejenis 

dan meminta Termohon I untuk menghubungi termohon II yang berada di 

Senggigi yang kemudian Termohon II dijemput dan dibawa ke polsek kediri 

selanjutnya diserahkan ke POLRES lombok barat; 

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi  H. Muhaemin, SS.M.Pd bin 

H. Muhammad Munir terkait dengan kondisi fisik calon mempelai 

bersumber pada pengetahuan yang jelas dan akurat yaitu berdasarkan 

pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya karena saksi bertemu 

langsung dan mengamati secara langsung kondisi fisik MITA alias Supriadi 

saat mendaftakan perkawinan dengan demikian keterangan saksi H. 

Muhaemin, SS.M.Pd bin H. Muhammad Munir telah mendukung 

kebenaran dalil permohonan Pemohon posita angka 14 yang menyatakan 

bahwa pihak KUA Kecamatan Kediri saat melakukan pemeriksaan 

berkas/dokumen administrasi tidak ada kecurigaan dengan identitas/ jenis 

kelamin 
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Mita yang ternyata berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian majelis hakim 

menilai bahwa telah terjadi penipuan dan salah sangka mengenai diri Mita alias 

Supriadi kepada pihak KUA saat perkawinan dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi H. Muhaemin, SS.M.Pd bin 

H. Muhammad Munir terkait adanya perkawinan sejenis bersumber pada 

pengetahuan yang jelas karena saksi mampu menjelaskan adanya keributan yang 

terjadi di Desa gelogor Selatan serta keadaanTermohon II dijemput dan dibawa kepolsek 

kediri dan diserahkan ke polres lombok barat, telah  mendukung kebenaran dalil 

permohonan Pemohon posita angka 13 yang menyatakan bahwa pihak KUA Kecamatan 

Kediri baru mengetahui perkawinan sejenis pada tanggal 8 Juni 2020; 

Menimbang, bahwa saksi H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. 

Muhammad Munir telah menjelaskan pernikahan Termohon I dan 

termohon II terjadipada tanggal 2 Juni 2020 di Mushola Gelogor selatan 

dengan wali hakim saksi sendiri, saksi nikah Kadus gelgor selatan bernama 

Hamdani dan Kaling Pejarakan dengan mas kawin berupa uang Rp. 

500.000,- dibayar tunaidengan dihadiri keluarga Termohon I, masyarakat 

serta para tuan guru dan Kutipan Akta Nikah langsung diserahkan setelah 

akad nikah dan keteranga saksi menurut majelis bersumber pada 

pengetahuan dan pengalamannya sendiri karena saksi bertindak sebagai wali 

hakim mengetahui saksi nikah, jenis mahar dan pihak-pihak yang hadir saat 

perkawinan berlangsung, telah mendukung kebenaran dalil permohonan 

Pemohon posita angka 15 

Menimbang, bahwa saksi Hamdani bin H.Sahwan telah 

menjelaskan bahwa saksi terlibat dalam pengurusan pernikahan Termohon I 

dan Termohon II karena saksi kepala Dusun gelogor Selatan, Termohon I 

membawa berkas syarat administrasi pernikahan dengan termohon II 

Fotokopi KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah dan dokumen hendak 

dicocokkan dengn aslinya namun tidak ada karena gempa dan dokumen 

diambil dari WA yang tersimpan di HP Termohon IIdan tidak ada perbedaan 

satu dan lainnyadan saksi menemui Termohon II dengan berpenampilan 

pakaian wanita dan bercadar hanya terlihat mata dan saksi sudah 

menanyakan asli dokument kepada Termohon II dan jwaban Termohon II 

asli sudah tidak ada karena gempadan menjelaskan kadaan orang tuanya dan 

saksi melaporkan ke kaling pejarakan memberitahu warganya yang hendak 

menikah yang 
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kemudian kaling mengirim kelengkapan adminitrasi untuk diteruskan ke 

KUA dan selanjutanya saksi bersama Termohon I dan Termohon II 

mendaftarakan ke KUA kecamatan kediri 

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi Hamdani bin H.Sahwan 

bersumber pada pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya secara langsung karena saksi 

bertemu berkomunikasi, berinteraksi dan terlibat langsung dalam pengurusan dokumen 

syarat administrasi pernikahan serta meneruskan berkas administrasi tersebut kepada 

kelurahan pejarakan untuk diteruskan kepada pihak KUA bahkan ikut mengurus Proses 

pendaftaran perkawinan dengan demikian keterangan saksi Hamdani bin H.Sahwan 

telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon posita angka 12 yang menyatakan 

bahwa pihak Kepala Dusun maupun Kepala Lingkungan Pejarakan tidak ada kecurigaan 

dengan identitas/ jenis kelamin Mita yang ternyata berjenis kelamin laki-laki, dengan 

demikian majelis hakim menilai bahwa telah terjadi penipuan dan salah sangka 

mengenai diri Mita alias Supriadi kepada pihak Kepala Dusun Gelogor Selatan 

dan Kepala Lingkungan Pejarakansaat perkawinan dilangsungkan; 

Menimbang, bahwa saksi Hamdani bin H.Sahwan telah menjelaskan bahwa 

Termohon I dan Termohon II bersama saksi bertemu dengan saksi H. Muhaemin, 

SS.M.Pd bin H. Muhammad MunirKepala KUA Kecamatan Kediri dan mendaftakan 

pernikahannya di KUA Kecamatan Kediri dan saksi H. Muhaemin, SS.M.Pd bin H. 

Muhammad Munir Kepala KUA telah meneliti syarat-syarat administasi dan menanyakan 

identitas dan asal usul keluarga calon mempelai dan dinyatakan lengkap dan disetujui untuk 

didaftar demikian majelis hakim menilai bahwa saksi yang berkapasitas 

sebagai Kepala Dusun telah melaksanakan dan menjalankan tugas sesuai 

dengan aturan yang terkait dengan tata cara dan mekanisme dalam meneliti 

kelengkapan berkas administrasi pendaftaran perkawinan; 

Menimbang, bahwa saksi Hamdani bin H. Sahwan telah 

menjelaskan saksi hadir bersama para tokoh agama dan para tuan guru saat 

akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim Kepala KUA, dengan mas 

kawin berupa air zam-zam dan uang Rp. 500.000,- dibayar tunaidan 

keterangan saksi menurut majelis bersumber pada pengetahuan dan 

pengalamannya sendiri karena saksi bertindak sebagai saksi nikah mengetahui 

wali nikah, jenis mahar dan pihak-pihak yang hadir saat perkawinan 
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berlangsung, telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon 

posita angka 15; 

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi Hamdani bin H. Sahwan terkait 

adanya perkawinan sejenis bersumber pada pengetahuan yang jelas karena saksi 

mampu menjelaskan saksi bersama warga Gelogor selatan dan warga lingkunagn 

pejarakan yang menggerebek Termohon II yang berada di Senggigi yang kemudian 

dijemput dan dibawa kepolsek kediri, telah mendukung kebenaran dalil permohonan 

Pemohon posita angka 12; 

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis 

Hakim menilai saksi saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat formal 

sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata 

dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri 

dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu 

keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan 

demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat 

bukti bagi Pemohon dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan 

bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan 

pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal 

hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga 

majelis membebankan pembuktian secara berimbang kepada Pemohon, 

Termohon I dan Termohon II; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya 

Termohon I/ Kuasa Hukum mengajukan bukti TI.1 s/d TI.3 ; 

Menimbang, bahwa bukti TI.1 isinya  menjelaskan  terkait  surat 

permohonan yang tidak dibubuhi tandatangan oleh Pemohon menurut 

majelis Hakim tidak ada relevansi dan tidak dan  urgensinya  untuk  

dipertimbangkan karena permasalahan tersebut telah dipertimbangkan secara 

seksama dan teliti dalam bagian eksepsi dan tidak ada kaitannya dengan 

pokok perkara, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa bukti TI.2 isinya menjelaskan terkait delik aduan 

yang dilaporkan oleh Kuasa Hukum terkait adanya dugaan tindak pidana 

sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP, Pasal 263 KUHP dan Pasal 277 KUHP 

kepada 4 orang terlapor yakni Kepala Lingkungan pejarakan (M. Kaskian), 

Kepala Desa Pejarakan 
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Karya (Drs. H. Zaenal Arifin dan Septian Mujiwati) Kepala KUA 

Kecamatan Ampenan (H. Akhmad Baihaqi) menurut majelis Hakim tidak 

ada relevansi dan urgensi untuk dipertimbangkan karena dalam perkara aquo 

hanya terkait dengan masalah hubungan keperdataan antara Pemohon 

dengan Termohon I dan Termohon II adapun adanya dugaan tindak pidana 

merupakan ranah dan wilayah Yurisdiksi Peradilan umum dalam menerima, 

memeriksa, memutus dan mengadilinya, kecuali jika jenis perkara pidana 

atau jinayat yang diatur secara khusus dalam hukum acara qonun yang 

penerapannya berlaku pada wilayah Mahkamah Syari’ah, maka bukti 

tersebut patut untuk dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa bukti TI.3 Fotokopi foto akad nikah perkawinan 

antara Termohon I dan Termohon II Majelis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa 

Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah dan Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum 

acara yang berlaku di Indonesia; 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa yang 

dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik 

yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk 

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, 

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, 

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya; 

Menimbang, bahwa syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah 

dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk 

tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 

16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus 
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dibutuhkan digital forensik; 
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Menimbang, bahwa bukti TI.3  isinya  menjelaskanterkait  

pelaksanaan acara akad nikah yang dilangsungkan di Mushola desa Gelogor, 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat antara Termohon I dengan 

Termohon II dilakukan dengan tata cara menurut Islam dengan dihadiri wali, 

saksi-saksi, mahar, ijab dan qabul, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat; 

Menimbang bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan 

sebagai dasar bahwa Perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dan Termohon II 

dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, wali nikah yang sah dan dihadiri oleh 2 orang 

saksi karena perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II adalah 

perkawinan sesama jenis yang bertentangan dengan hukum islam maupun bertentangan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkawinan yang dilangsungkan 

Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan dengan cara melakuan pemalsuan 

dokumen identitas, penipuan kepada pihak KUA, Kepala Lingkungan, Kepala 

Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat; 

Menimbang, bahwa Termohon I hanya mengajukan 1 (satu) orang 

saksi dan sebagaimana Azaz Hukum Acara Perdata, khususnya pasal 1905 

KUHPerdata atau pasal 306 RBg keterangan satu saksi tanpa didukung 

keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka 

pengadilan (Azaz Unus Testis Nullus Testis) dengan demikian 

keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan saksi yang diajukan Termohon tidak dapat 

membuktikan dalil bantahannya justru sebaliknya bukti-bukti T.3 dan Keterangan saksi 

menunjukkan bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Termohon I dan 

TermohonII kepada pihak KUA, Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, Tokoh 

Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat setempat; 

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon I tidak 

dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya terkait dengan keadaan 

Termohon I yang tidak mengetahui jenis kelamin Mita alias Supriadiserta 

kondisi saat malam pertama dimana saat melakukan hubungan intim lampu 

harus dimatikan dan tangan Termohon I harus diletakkan bagian belakang 

badan, dan memegang tubuh Termohon II dengan alasan mengalami sakit 

leher perut dan kemaluan akibat dari kecelakaan, oleh karenanya bantahan 

Termohon I patut untuk dikesampingkan; 

 

 

 
Hal. 39 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM. 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 
176 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Menimbang, bahwa Termohon II telah diberikan kesempatan untuk 

mengajukan alat bukti namun Termohon II tidak hadir di persidangan 

sehingga Termohon II telah menghilangkan hak keperdataanya dalam 

membuktikan dalil-dalil bantahan terkait dengan keadaan Termohon I yang 

mengetahui jenis kelamin Termohon II adalah seorang laki-laki, yang 

kemudian melakukan sodomi 3 kali sebelum menikah dan sekali setelah 

menikah, dan terkait latar belakangnya yang pernah menjadi korban sodomi 

2 (dua) kali oleh laki-laki yang berbeda serta pernyataan Termohon II yang 

menyatakan apabila menolak untuk menikah, Termohon IIdiancam akan 

dibunuh dan jika tidak dapat membunuh Termohon II, Termohon I akan 

bunuh diri, oleh karenanya bantahan Termohon II patut untuk 

dikesampingkan 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Pekawinan 

menyatakan bahwa: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” dan pengertian dapat 

dalam Pasal ini diartikan bisa bisa batal atau tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum 

agamanya masing-masing tidak menentukan lain sehinggajenis perkawinan tersebut dapat 

dimaknai batal demi hukum dan bisa dibatalkan; 

Menimbang, bahwa kata “batalnya” perkawinan memunculkan 

penafsiran yang beragama karena batal memunculkan berbagai ragam 

pemaknaan batal bisa berarti Nietig zoender kracht (tidak ada kekuatan) atau 

zoonder waarde (tidak ada nilai) makna dapat dibatalkan berarti Nietig 

Verklaard sedangkan makna absolute nietig adalah pembatalan secara 

mutlak dan makna dapat dibatalkan berarti dapat difasidkan jadi relative 

nietig perkawinan bisa dibatalkan yang berati telah terjadi perkawinan 

sebelumnya dan kemudian dibatalkan disebabkan telah ditemukan 

penyelewengan dan penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, 

penyimpangan bisa terjadi karena ditemukan kejanggalan dan 

ketidaksesuaian atau merasa ditipu karena ada hal-hal yang ditutupi sehingga 

tidak diketahui sebelum terjadinya perkawinan/ kedua pasangan sengaja 

menutup-nutupi dan mengelabuhi pihak-pihak terkait dengan memanipulasi 

data untuk melegalkan perkawinan sejenis; 

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 

tahun 1975 menyatakan bahwa “ apabila pernikahan telah berlangsung 

kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau 

peraturan perundang-undangan 
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tentang perkawinan maka Pengadilan Agama Dapat membatalkan 

pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan; 

Mernimbang, bahwa pembatalan perkawinan karena adanya 

ancaman, penipuan dan salah sangka maka suami atau isteri dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan apabila : 

1.   Per 

kawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum 

2.   Pad 

a saat dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri 

suami/ isteri 

3.   Bila 

ancaman telah terhenti atau yang bersalahsangka menyadari keadaannya dan dalam 

waktu 6 bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan 

haknya, maka haknya menjadi gugur 

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa kekuatan pembuktian 

Pemohon dan Termohon I selanjutnya Majelis Hakim telah menemukan 

fakta hukum sebagai berikut : 

a.   Bah 

wa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 

2020 di Desa Gelogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali hakim 

bernama H. Muhaemin, SS. M.Pd (Kepala KUA Kecamatan Kediri) dengan mahar 

berupa air zam-zam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- dibayar tunai, dan disaksikan oleh 

2 orang saksi yaitu Hamdani (Kepala Dusun Gelosor Selatan) dan H. Muhammad 

Kaskian (Kepala Lingkungan Pejarakan); 

b.   Bah 

wa perkawinan Termohon I dan Termohon II terdapat adanya larangan perkawinan baik 

menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku 

karena perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan sesama jenis; 

Menimbang, bahwa secara etimologi perkawinan adalah 

berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi 

satu kesatuan yang utuh dan bermitra dan secara terminologi didefinisikan 

sebagai ikatan batin seorang laki-laki dengan  seorang  perempuan    sebagai  

suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

yang maha esa dan perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang bisa 

menjaga kehormatan diri (suami, isteri dan anak-anak) dan memberikan 

ketentraman yang berdasarkan cinta dan kasih sayang; 

Menimbang, bahwa perkawinan sejenis (dikenal juga sebagai 

perkawinan gay/lesbian) adalah perkawinan pasangan dengan jenis kelamin 

yang sama melalui sebuah acara keagamaan atau sebuah acara sipil dan 

kemunculan perkawainan sejenis tersebut akibat adanya orientasi seksual 

yang menyimpang dari orientasi seksual normal manusia dan tergolong 

dalam abnormal seks yang disebut homoseksual (gay dan lesbian); 

Menimbang, bahwa orientasi seksual kekuatan untuk melakukan 

hubungan seksual termasuk nafsu seks sebenarnya merupakan potensi yang 

diberikan Allah SWT kepada Manusia yang inheren dalam proses 

penciptaan manusia alquran menyebut nafsu seks dengan istilah Syahwat 

yang pengertian asalanya merupakan ketertarikan jiwa kepada apayang 

dikehendakinya ketika menegur kaum Sodom dan 

Gomora Alquran menyebutkan : 

 مَ   كقَ   بس ام لةش ٠٨      لنددنيمَ    َ  لَ  َ  عللنم

أ نم اَ  هَ   ب
 دحَ    َ   

ٓ   لل

 حفٓ  

أأَ  َ  هم

تأَ   َ   تَ   

 أنَ  وذوَ   

 لاَ  ق ذَ   إ اَ  طوَ  لَ  و

وقَ  ول  َ  َ 

                        سن

١٨ 

 لَ  ب َ  ءَ  ءاس

أ
 موَ  فورمسملمَ  ء  هسمأمووَ  قمَ   تنَ   

هنل

ن

   َ 

  نم

 وَ  د

هشألاج

 َ  ةَ  و

كَ   نَ   إ
تَ  َ  لمَ   َ    َ   

 رَ    لمنوَ   تأَ  َ   

Artinya : “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). 

(Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu 

mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan 

oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu 

mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), 

bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui 

batas; 

Menimbang, bahwa dalam ayat lain tentang larangan berzina dan 

larang melakukan perbuatan keji disebutkan dalam Alquran Surat Al Isra 

ayat 32 dan Al Anam ayat 151 : 

   يَ   بس
اس ٨٨ لَ 

 َ  ء
 ةشحف

 َ  و

 قن

   َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ

   َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ

 ى

َ   لقَ   اوَ   برَ   َ  قَ  َ   تَ    لَ  و

كَ  هَ    َ   نَ   إىَ  َ   َ  ىَ  َ   َ  َ   َ   نز

 اَ   

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 
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suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”; 

َ   نَ    نن  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ بم نَ 
اَ   
ط
  َ 

هنَ   م

 اَ  

 َ  و

 ام لش

 نرَ  هَ  ظ

 فٓ   لل

 حوٓ  ٓ   

برَ   َ   قَ   تقلَ  و

 قَ   اوَ   

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 

yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi” 
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Menimbang, bahwa ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa homoseksual 

dalam Al Quran secara tegas dinyatakan sebagai “Faa Hisyah”حشة  َ   َ  sesuatu   ف

yang 

sangat buruk merupakan perbuatan yang sangat kejidan bagi kaum yang 

melakukan secara massal akan mendapatkan azab/hukuman yang sangat 

berat; 

Menimbang, bahwa perkawinan sejenis adalah perkawinan yang 

inkonstitusional dan bertentangan dengan nilai-nilai agama nilai-nilai norma, 

hukum, adat, kesusilaan serta melanggar ketertiban, keteraturan dan 

kepastian dimasyarakat; 

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW bersabda “La’anallahu man amila 

amala qaumi Luthin la’anallahu man amila amala Qoumi Luthin Tslatsan ” 

Artinya : “Allah Melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth 

Allah melaknat perbuatan manusia yang melakukan perbuatan 

seperti kaum Luth tiga kali” 

Artinya : Barang siapa yang ditemukan olehmu melakukan perbuatan kaum 

Luth maka bunuhlah, baik sipelaku maupun obyeknya barang siapa 

yang ditemukan olehmu mengauli hewan mka bunuhlah berikut juga 

hewannya; 

Artinya : Apabila seorang lelaki mendatangi (menyetubuhi) lelaki maka 

keduanya termasuk orang yang berzina dan apabila perempuan 

mendatangi perempuan maka keduanya termasuk orang yang berzina 

Artinya : barang siap yang melakukan perbuatan kaum Luth maka rajamlah 

orang yang di atas (pelaku) dan yang dibawah (obyek). Rajamlah 

kedua-duanya 

Menimbang, bahwa berbagai pandangan fuqaha terhadap praktik 

Homoseksual dalam Islamdiantaranya; 

1. Menurut Imam Abu Hanifah praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan 

alasan pertama karena tidak adanya unsur kriteria kesamaan antara keduanya unsur 

menyianyiakan anak dan ketidak jelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan di dalam 

praktik homoseksual, Alasan kedua berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan 

para sahabat, atas dasar alasan tersebut sehingga Abu hanifah berpendapat bahwa 

hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah Takzir (diserahkan kepada Penguasa/ 

Pemerintah) 

2. Menurut Muhammad Ibn Al hasan As-Syaibani dan Abu Yusuf praktik 

homoseksual dikategorikan zina dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan 

diantara keduanya seperti (tersalurkan syahwat pelaku), tercapainya 
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kenikmatan, (karena penis dimasukkan kedalam lubang dubur), tidak 

diperbolehkan dalam Islam dan menumpahkan/ menyianyiakan air mani 

atas dasar alasan tersebut sehingga hukuman terhadap pelaku 

homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan pada pezina yaitu 

kalau pelakunya Muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam dilempari 

batu sampai mati kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum 

cambuk dan diasingkan selama 1 tahun ; 

3. Menurut Imam Malik, praktik homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang 

setimpal untuk pelakunya adalah dirajam baik pelakunya Muhsan (sudah menikah) 

maupun ghair muhsan (belum menikah); 

4. Menurut Imam Syafi’i, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual 

terlarang dalam Islam hukuman untuk pelakunya kalau pelakunya Muhsan (sudah 

menikah) maka dihukum rajam kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum 

cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun; 

5. Menurut Imam hambali praktik homoseksual dikategorikan zina dan mengenai 

jenis hukuman untuk pelakunya belaiu mempunyai 2 riwayat : 

Pertama Dihukum sama seperti pezina kalau pelakunya Muhsan dihukum 

rajam kalau ghair muhsan (belum menikah) maka dihukum cambuk 100 

kali dan diasingkan selama 1 tahun; 

Kedua Dibunuh dengan dirajam baik muhsan atau ghoir muhsan 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al Quran Al Hadist 

maupun pendapat fuqoha tidak ada satupun yang membolehkan perilaku 

homoseksual apalagi melegalkan kawin sesama jenis dan adapun perbedaan 

ijtihad dikalangan para jumhur ulama dalam ranah Furu’iyah (sanksi pidana) 

adalah sesuatu yang lumrah dan rahmah dengan demikian majelis Hakim 

berpendapat melegalkan nikah sesama jenis sama halnya membiarkan dan 

melestarikan perbuatan keji tercela dan terlarang dan melegalkan kawin 

sesama jenis bagaikan memercikkan air di atas tumpukkan najis dengan 

demikian permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon 

adalah permohonan pembatalan yang memiliki dasar alasan dan legalitas 

hukum karena perkawinan yang dilangsungkan Termohon I dan Termohon II 

adalah merupakan perkawinan yang melanggar syariat Islam dan melanggar 

larangan perkawinan yang diatur di dalam undang-Undang Perkawinan 

maupun Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa tujuan disyariatkan Hukum Islam antara lain adalah 

untuk menyelamatkan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan dan 

hukum Islam senantiasa memperhatikan kemasalahatan manusia dalam 

menghadapi masalah dalam kehidupan salah satunya terkait dengan substansi 

jiwanya hifdzul nafs agar manusia terhindar dari kehendak hawa nafsu yang 

melampau batas yaitu melampiaskan seks dengan cara yang menyimpang / 

penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia semisal perkawinan 

sesama jenis yang melanggar dan menyalahi aturan dalam al quran maupun 

hadist sebagain dasar dan pijakan hukum Islam; 

Menimbang, bahwa lebih lanjut hukum Islam memberikan bentuk nash 

dalam bentuk perbuatan tercela yang pernah terjadi pada kaum nabi Luth 

yang terbukti telah membawa malapetaka dan bencana yang luar biasa dan 

amat sangat dahsyat baik berupa negri yang dibinasakan, kutukan wabah 

penyakit, dihujani (bebatuan) dan lainnya sebagainya, selain itu tinjauan 

hukum Positive dalam unadang-Udang perkawinan menyebutkan perkawinan 

dibangun atas dasar hukum perkawinan yangmenetapkan bahwa suatu 

perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan 

untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dan meneruskan keturunan 

serta bertujuan menegakkan ajran agama dan menjalankan adat istiadat 

demikian halnya dalam Kompilasi Hukum Islam mempertegas dengan 

beberapa Pasal yang tidak jauh berbeda dengan hukum Normative yakni 

syarat perkawinan yang sah adalah ikatan batin dan biologis antara laki-laki 

dan perempuan sebagaimana ketentuan pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, pasal 

29 ayat 3 sereta Pasal 30 KHI artinya Pasal-Pasal dalam KHI tersebut dengan 

tegas menyatakan melarang perkawinan sesama jenis apabila tidak ada 

ketentuan baku Syrat sahnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan 

Menimbang, bahwa aturan perundang-udangan yang dipositivkan tidak 

boleh bertentangan dengan nialai-nilai ketuhanan sedangkan perkawinan 

sesama jenis adalah tidak mungkin dapat diterima dalam hukum karena 

bertentangan dengan moral ketuhanan dan konstitusi menempatkan pancasila 

sebagai ideologi, falsafah dan grundnorm dengan sila ketuhanan yang maha 

esa menjadi fondasai dan bintang pemandu pada undang-udang perkawinan 

indonesia   yang intinya perkawinan harus antara priad an wanita   dengan 
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tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) dan perkawinan sesama jenis 

tidak dapat diterima dengan alasan karena ktidakmampuan bentuk perkawinan 

ini untuk memenuhi unsur-unsur utama perkawinan, yaitu terjaminnya 

keberlangsungan kemanusiaan secara berkelanjutan (sustainable; 

Menimbang, bahwa perkawinan sesama jenis hanya mendatangkan 

kemudhorotan dan kerusakan yang amat sangat besar baik bahaya secara 

medis yaitu (penularan bakteri, infeksi saluran kemih, kandung kemih dan 

ginjal rentan terkena kanker, rentan penularan HIV/Aids hepatitis dan berbagai 

penyakit mematikan lainnya) maupun bahya secara psikologis (perilaku 

posesif dan agresif yang memunculkan tindakan kekerasan, penganiayaan dan 

pembunuhan) serta dikucilkan, diasingkan dan mendapat stigma negative dari 

masyarakat; 

Menimbang, bahwa apabila seorang lelaki menikah dengan lelaki 

atau perempuan menikah dengan perempuan, maka perkawinan sesama jenis 

apapun dasar, sebab, alasan dan motivasi dibaliknya tidak dapat dibenarkan 

sesuai ketentuan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan sesama jenis yang 

dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dihadapan 

pegawai pencatat nikah berarti telah terdapat pelanggaran,penyelewengan 

dan penyimpangan hukum sehingga memberikan preseden buruk terhadap 

lemahnya pengawasan aparatur penegak hukum dan lemahnya kontrol sosial 

dimasyarakat; 

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan sesama jenis yang 

dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan dihadapan 

pegawai pencatat nikah sebagaimana tersebut di atas maka hukum benar-

benar telah dilecehkan dan undang-undang dibuat tidak berdaya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i 
dalam 

Al Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18, Allah SWT berfirman : 

                 عهنَ   ععوملمَ   ةَ  لعلَ   يَ   عل ن

٨١ 

ذهل

  َ
 ي

 َ   ل ةنم

  اهَ   عَ  َ  لبَ  تَ  فمرمَ   أل

 لَ   َ  و

أععَ   بَ   تَ   ت
 َ  ءاوَ   هعَ   

َ  رشَ   ى
َ  ةَ  عي

   َ 

ع  

ل  

 ك 

َ  ج

عَ  

  َ  َ

نل

   َ  َ 

 مَ   ث

Artinya : “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 

urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 

nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. 

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang perlu mengutip pendapat 

pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri: 
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Menimbang, bahwa menurut pendapat intelektual dan filusuf cicero menyatakan 

bahwa “True Law is right reason in agreement with nature it is of universal 

application, uncharging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it 

is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposibble to abolish it 

entirely (God) is the author of this law it’s promulgator and it’s enforcing 

judge” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejala dengan akal, hukum seperti itu 

berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang 

dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum 

seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang 

deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut 

Menimbang, bahwa menurut pendapat John Austin (analitical 

Jurisprudence) menyatakan bahwa “Hukum merupakan perintah dari 

penguasa negara (law is a command of the law giver) dalam arti bahwa 

perintah dari mereka yang memegang kedaulatan/ kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara” 

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hans Kelsen (Pure Theory of 

law) menyatakan bahwa hukum merupakan sollenkategorie dan bukan seins 

kategorie hal ini berarti bahwa orang dalam mentaati hukum karena ia wajib 

untuk mentaationya sebagai suatu perintah negara dan ketidakpatuhan orang 

dalam mentaati hukum akan mengakibatkan sanksi, hukum merupakan 

norma ketertiban yang menghendaki orang mentaati sebagaimana 

seharusnya 

Menimbang, bahwa menurut pendapat M.F. Grey dalam bukunya 

yang berjudul Techdoen (rahasia hukum) menyatakan bahwa ada 5 fungsi 

dari hukum yaitu mengatur, menciptakan tata, menimbang kepastian yang 

satu dengan yang lainnya, memberikan kebebasan, menciptakan tanggung 

jawab serta memidana; 

Menimbang, bahwa menurut Plato kekuatan moral adalah unsur hakikat 

dari hukum sebab tanpa danya moralitas maka hukum akan kehilangan 

supremasi dan independensinya, keadailan dan ketidak adilan menurut hukum 

akan akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat 

manusia; 

Menimbang, bahwa menurut friedman Hukum itu bersumber dari tuhan 

dan   sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia   dalam 
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usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan 

yang mutlak) 

Menimbang, bahwa sebagaimana asas umum hukum menyatakan (Lex 

Dura Tamen Scripta) artinya : “Undang-Undang itu kejam namun 

demikianlah bunyinya” selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Merto Kusumo 

menyatakan bahwa apapun yang terjadi peraturan harus ditaati dan 

diterapkan; 

Menimbang, bahwa hukum merupakan sarana social control untuk 

memberikan batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat 

yang diterima dari penyimpangan tersebut, hukum sebagai a tool of social 

engineeringuntuk menciptakan ketertiban Hukum (legal order) dalam 

masyarakat dan perubahan masyarakat agar lebih baik; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terbukti bahwa perkawinan 

Termohon I dengan Termohon II bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana 

termaktub dalam ayat al-Qur’an Surat. AlA’raf’ : 80-84, Surat Al Isra ayat 32 dan Al Anam 

ayat 151, Al Hadist dan pendapat fuqoha serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf d, pasal 29 ayat 3 serta Pasal 

30 KHI; 

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta perkawinan 

Termohon I dengan Termohon II adalah perkawinan sesama jenis yang 

melanggar syariat Islam dan melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan, maka dengan sendirinya permohonan Pemohon agar perkawinan 

Termohon I dan Termohon II dibatalkan keabsahannya telahberalasan 

hukum; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan sesuatu yang 

berkaitan dengan hal sah tidaknya sesuatu harus merujuk pada nas yang 

qath’i dan bukan pada nas yang zhanni, hal ini senada dengan kaedah yang 

terdapat dalam kitab Hamisy Bughyatul Musytarsyidin : 270: 

 ةيعرلشا ماكحأ ىلع فقوولا مكاحلا ىلع بجي

Artinya : Hakim wajib berpegang pada ketentuan syara’. 

Menimbang, bahwa kaedah ini berangkat dari pada firman Allah 

dalam al- Qur’an Surat an-Nahl ayat 116-117: 

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 

lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 

 

 
Hal. 48 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM. 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 
190 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada- 

adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Itu adalah) 

kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka azab yang pedih. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan telah 

berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut 

untuk dikabulkan seluruhnya; 

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Termohon I dengan 

Termohon II dibatalkan maka akta nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 tanggal 

2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan 

Kediri, kabupaten Lombok Barat harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum; 

Menimbang, terkait dengan permintaan Termohon I dalam 

jawaban pada Duduk Perkara posita 3 meminta penundaan 

pembatalan perkawinan yang dilakukan, dengan alasan setelah laporan 

dugaan tindak pidana menyangkut penipuan dan pemalsuan surat/dokumen 

tentang pernikahan sampai terbitnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA 

Kecamatan Kediri yang telah dilaporkan oleh Termohon I ke pihak Aparat 

Penegak Hukum, dan memperoleh putusan, dan atas dasar itulah 

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan, oleh Majelis permintaan 

penundaan sidang tidak berdasar hukum dan tidak ada korelasinya, karena 

perbedaan kewenangan mengadili. Oleh karena itu permintaan tersebut 

dikesampingkan. 

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka 

sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut 

dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut 

dalam amar penetapan ini; 

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (Mukhlisin bin Kalamullah) 

dengan  Termohon  II  (Mita  Binti  Firman)  alias  (Supriyadi  bin Arsat)  yang 
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dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat; 

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/001/VI/2020 

tanggal 2 Juni 2020 tidak berkekuatan hukum; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 

926.000,00,- (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); 

Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan 

tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Hj. Muniroh, S.Ag, SH. M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Fathur 

Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, 

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis 

tersebut diatas, dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera 

Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan kuasa hukum Termohon  I  serta 

Termohon II. 

Hakim Anggota Ketua Majelis 
 

Ttd Ttd 
 

 

Unung Sulistio Hadi, S.H.I.,M.H. Hj. Muniroh, S.Ag, SH. M.H. 

 
Hakim Anggota, 

Ttd 

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. 
 

Panitera Pengganti 

Ttd 

 

Abdul Misran, S.H.I., M.H. 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran :   Rp 30.000,00 

2. Biaya Proses :   Rp 50.000,00 

3. Panggilan :  Rp  800.000,00 

4. PNBP panggilan :   Rp 30.000,00 

5. Meterai :   Rp 6.000,00 

6. Redaksi :   Rp 10.000,00 

 

 

Hal. 50 dari 51 hal. Pen. No.540/Pdt.G/2020/PA.GM. 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 
Halaman 
193 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) 

 

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

putusan.mahkamahagung.go.id 

Jumlah :  Rp  926.000,00 

(Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) 
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